PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat :

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan
pemerintah  menyebabkan timbulnya perubahan
asumsi terhadap kebijakan umum APBD, keadaan
yang menyebabkan pergeseran belanja antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran 2016 maka perlu
dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2016;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada
huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2016 perlu
ditetapkan dengan peraturan daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah...



12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia  Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja  Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);



21.

22.

23.

24.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015
Nomor 19);

Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir
Nomor 358 Tahun 2015 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016
(Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2015 Nomor 358);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016
dengan rincian sebagal berikut:

1. Pendapatan
a. Semula
b. Berkurang

Rp. 2.264.727.430.320,00
Rp. 317.681.781.549,00

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.947.045.648.771,00

2. Belanja
a. Semula
b. Bertambah

Rp. 2.375.340.475.694,00
Rp. 13.000.000.000,00

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.388.340.475.694,00

defisit setelah

3. Pembiayaan

perubahan Rp. 441.294.826.923,00

a. Penerimaan

(1) Semula
(2) Bertambah

Rp 116.613.045.374,00
Rp. 330.681.781.549,00

jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 447.294.826.923,00

b. Pengeluaran

(1) Semula Rp 6.000.000.000,00
(2) Bertambah Rp. 0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan  Rp. 441.294.826.923,00

(1) Pendapatan

Pasal 2

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp. 332.007.158.560,00
2) Berkurang Rp. 215.981.673.590,00
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp. 1 16.025.484.970,00



. Dana Perimbangan

1) Semula Rp.

2) Berkurang Rp.

Jumlah dana perimbangan setelah

perubahan Rp.
. Lain - lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

Jumlah lain-lain pendapatan yg sah

stlh perubahan Rp.

1.618.922.946.160,00
102.817.121.959,00

1.516.105.824.201,00

313.797.325.600,00
1.117.014.000,00

314.914.339.600,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.

. Retribusi daerah

(3) Dana Perimbangan

a.

Dana bagi hasil

1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp.

Dana alokasi umum

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp.
Dana alokasi khusus

1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp.

47.905.319.988,00
27.836.992.479,00
20.068.327.509,00

9.148.649.182,00
0,00

9.148.649.182,00

7.000.000.000,00
337.338.434,00

7.337.338.434,00

267.953.189.390,00
188.482.019.545,00

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp.
. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
Setelah perubahan Rp.
_Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah lain — lain pendapatan asli daerah
setelah perubahan Rp

79.471.169.845,00

159.385.129.000,00
40.853.676.799,00
118.531.452.201,00

1.049.995.034.000,00
0,00

1.049.995.034.000,00

409.542.783.160,00
61.963.445.160,00

347.579.338.000,00

(4) Lain-lain...



Lain - lain pendapatan daerah yang sah seba
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan .

a. Pendapatan Hibah

gaimana dimaksud pada

0,00
1.250.000.000,00

1.250.000.000,00

21.714.780.600,00
0,00

21.714.780.600,00

39.252.573.000,00
0,00

39.252.573.000,00

41.774.000.000,00
1.117.014.000,00

42.891.014.000,00

211.055.972.000,00
1.250.000.000,00

209.805.972.000,00

1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Dana Hibah setelah
Perubahan Rp.
b. Dana bagi hasil pajak dari Propinsi
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan Rp.
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus setelah perubahan Rp.
d. Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp.
2) Bertambah Rp.
Jumlah bantuan keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah
Daerah lainnya setelah perubahan Rp.
e. Pendapatan lainnya
1) Semula Rp.
2) Berkurang Rp.
Jumlah dana Pendapatan lainnya
setelah perubahan Rp.
Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp.

2) Berkurang Rp.

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp.
b. Belanja Langsung

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp.

1.143.752.379.363,00
10.191.712.456,00

1.133.560.666.907,00

1.231.588.096.331,00
23.191.712.456,00

1.254.779.808.787,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis belanja

a. Belanja pegawal sejumlah

1) Semula Rp.

2) Berkurang Rp.

Jumlah belanja pegawal

setelah perubahan Rp.
b. Belanja subsidi

1) Semula Rp.

2) Bertambah Rp.

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp.

829.613.901.465,00
4.323.726.279,00

825.290.175.186,00
1.345.085.000,00

0,00
1.345.085.000,00



c. Belanja hibah
1) Semula Rp. 9.186.490.500,00

2) Berkurang Rp. 4.356.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 13.542.490.500,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp. 2.395.981.500,00

2) Berkurang Rp. 858.781.500,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp. 1.537.200.000,00
e. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 79.100.001.158,00

2) Bertambah Rp. 180.952.103,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp. 79.280.953.261,00
f. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 221.360.919.740,00

2) Berkurang Rp. 9.546.156.780,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp. 211.814.762.960,00
g. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 750.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp. 750.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari belanja :
b. Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, belanja Modal

1) Semula Rp. 1.231.588.096.331,00

2) Bertambah Rp. 23.191.712.456,00

Jumlah belanja pegawai, belanja Barang dan Jasa

Belanja modal setelah perubahan Rp. 1.254.779.808.787,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 116.613.045.374,00
2) Bertambah Rp. 330.681.781.549,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 447.294.826.923,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan  Rp. 6.000.000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
. SILPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 9.036.007.626,83

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 9.036.007.626,83



b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah

setelah perubahan Rp. 0,00
c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 1.855.140.687,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah perubahan Rp. 1.855.140.687,00
d. Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 114.757.904.687,00

2) Bertambah Rp. 321.645.773.922,17

Jumlah penerimaan piutang daerah

setelah perubahan Rp. 436.403.678.609,17

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan :
Penyertaan modal investasi pemerintah daerah

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal daerah

setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran 1l Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Lampiran III Rincian Perubahan  APBD menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan ‘dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara,;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah
Atatanlean denocan heratiiran daerah:
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8. Lampiran VIII  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya

yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Nopewber 2016

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 9 Vopember 2016

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

k iEMBATQAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2016
NOMOR: 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6



